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PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2016/PA.Pkp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan
Dagang, Tempat tinggal di Kota  Pangkalpinang,
sebagai "Penggugat”;

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan
Dagang, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang,
sebagai "Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Maret

2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor:

138/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 22 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Pangkalpinang pada tanggal 06 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 135/07/V/2006 tanggal 06 Mei 2006, dan setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat ta’lik ;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kontrakan di daerah Air Mawar Pangkalpinang, terakhir

tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, selama
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pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak,

yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat |, perempuan, lahir pada tanggal 13 April
2008

2. Anak Penggugat dan Tergugat Il, laki-laki, lahir pada tanggal 01
November 2014, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan
Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih
9 (sembilan) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat adalah :

a. Tergugat sering pulang malam dengan alasan kerumah teman
b. Penggugat sering melihat SMS dari wanita lain di handphone milik
Tergugat

4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada hari Minggu, tanggal 13
Maret 2016 disebabkan Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan
wanita lain, berada di rumah orangtua wanita tersebut bahkan mereka
sedang bertengkar, melihat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat
bertengkar sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempubh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil ;
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7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat
(Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus
orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat
supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/07/V/2006 tanggal 06 Mei 2006
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota
Pangkalpinang, dan telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan

dengan aslinya (bukti P.1);
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B. Saksi:

1. Saksi | Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah
tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut
menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di
sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam,
lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa sejak 9 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering

cekcok ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat

selingkuh dengan wanita lain dan hal itu saksi lihat sendiri dan

Tergugat juga mengaku dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 bulan yang

lalu ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Il Penggugat, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah
tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut
menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di
sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam,
lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah nenek angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering

cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah

tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan
disampaikan;
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Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan
bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu

mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya

mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat
kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan
sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak

mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari
persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir
dipersidangan. Dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau
menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga
bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu
perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan
pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli figih dalam
Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat
Majelis;

A 3a Y s seh cany ol salusall S g0 oSla ) 23 (e
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan

gugurlah haknya".
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka

kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran bahwa
Penggugat dan Terguga adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sejak 9 tahun setelah menikah sering cekcok
disebabkan Tergugat selingkuh dan sejak 1 bulan yang lalu pisah tempat
tinggal, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu sering cekcok disebabkan
Tergugat selingkuh dan sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan
Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu
sering terjadi percekcokan;
Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat selingkuh ;

Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang
dekat yaitu saksi ll, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang
intinya menyatakan bahwa percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya percekcokan yang terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka
Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga.
Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab
Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat
majelis sebagai berikut:

3aal g cills uldl) agde (3lla Lea gy A 5l e ) aae 2031
Artinya : “Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang
diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sudah tidak terpenuhi
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, gugatan
Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 hurut (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan
tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut,

Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh
karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit
Intan Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H oleh kami Drs. Husin, Hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis,
Bustani, S.Ag, MM., dan Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

dto
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Drs. HUSIN
Hakim Anggota | Hakim Anggota |l
dto dto
BUSTANI, S.Ag, MM. THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,
dto

YUSRA CHAMISI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan Rp. 30.000,- Pangkalpinang, 28 April 2016
2. Biaya Proses Rp. 50.000,- Panitera Pengadilan Agama
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,- Pangkalpinang,
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp.  6.000.-

JUMLAH Rp. 241.000,-

M. TARMIZI.R, S.H
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